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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian tentang hipnotis 

dalam tindak pidana penipuan sebagai berikut: 

1. Terdapat keterkaitan antara hipnotis dengan tindak pidana penipuan. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus penipuan yang telah 

memiliki putusan pengadilan dan dalam kasus tersebut hipnotis 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan. Namun perlu 

diingat bahwa tidak semua penipuan yang terjadi karena adanya 

penggunaan metode pengendalian pikiran merupakan penipuan 

dengan hipnotis. Terdapat metode lain yang juga dapat 

mengendalikan pikiran manusia namun tidak dapat dipersamakan 

dengan hipnotis, yakni gendam. Gendam merupakan ilmu gaib yang 

bersifat magis religius sehingga penggunaannya tidak dapat 

dijelaskan secara ilmiah, berbeda dengan hipnotis yang 

penggunaannya dapat dijelaskan dalam ilmu psikologi. 

Keterkaitan lain antara hipnotis dengan tindak pidana 

penipuan dapat dilihat dari unsur-unsurnya. Tindak pidana penipuan 

memiliki unsur daya upaya berupa nama palsu, sifat palsu, tipu 

muslihat, serta rangkaian kata bohong. Kemudian dalam hipnotis 
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terdapat unsur memfokuskan perhatian, memasuki kondisi trans, 

pemberian sugesti, dan perubahan perilaku. Agar unsur memasuki 

kondisi trans dapat tercapai, digunakanlah serangkaian perbuatan 

yang berjenis sama dengan daya upaya dalam tindak pidana 

penipuan, bahkan dapat merupakan kombinasi dari keempat unsur 

daya upaya penipuan. Meskipun tujuan penggunaan daya upaya 

pada penipuan berbeda dengan tujuan perbuatan yang digunakan 

untuk memasuki kondisi trans, tetapi karena hasil akhir dari 

perbuatan ini pada dasarnya adalah penyerahan barang maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat daya upaya yang menjadi bagian dari 

penggunaan hipnotis dalam tindak pidana penipuan.    

2. Hipnotis perlu untuk dikategorikan sebagai salah satu daya upaya 

dalam tindak pidana penipuan. Seperti yang telah dijelaskan dalam 

bab sebelumnya, hipnotis tidak dapat secara langsung dikategorikan 

sebagai daya upaya dalam penipuan karena inti dari hipnotis adalah 

sugesti, yang mana sugesti ini tidak memenuhi unsur daya upaya 

manapun. Perlu ada proses yang menjelaskan bagaimana hipnotis 

pada akhirnya dapat disebut termasuk dalam salah satu daya upaya 

penipuan. Penggunaan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 

daya upaya hanya terdapat pada saat pelaku akan membuat korban 

memasuki kondisi trans. Kemudian serangkaian unsur inilah yang 

membuat pelaku dapat memberikan sugesti kepada korban, lalu 
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penipuan dengan hipnotis berhasil terjadi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan hipnotis dalam tindak pidana 

penipuan dapat dikatakan memenuhi unsur daya upaya Pasal 378 

KUHP namun belum secara penuh, karena sugesti yang digunakan 

dalam hipnotis tidak memenuhi unsur daya upaya manapun. Jadi, 

memang perlu untuk melakukan pembaharuan hukum dengan 

memasukkan hipnotis atau sugesti secara spesifik sebagai salah satu 

jenis daya upaya. Namun, selama belum ada pembaharuan hukum 

terkait pasal penipuan, terdapat alternatif sementara sebagai legal 

reasoning yang dapat digunakan dalam pertimbangan hukum suatu 

putusan kasus penipuan yang menggunakan hipnotis. Penggunaan 

daya upaya yang berkaitan dengan salah satu unsur hipnotis dapat 

dijadikan dasar argumentasi untuk menyatakan penggunaan hipnotis 

memenuhi unsur daya upaya, tetapi karena hal ini belum sepenuhnya 

mengakomodir hipnotis yang digunakan dalam penipuan, akan lebih 

baik jika melakukan penambahan hipnotis atau sugesti sebagai unsur 

daya upaya dalam pasal penipuan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai masukan untuk 

pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang, antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Orang secara awam memiliki stigma bahwa hipnotis merupakan 

sebuah perbuatan yang dapat mengendalikan pikiran sehingga orang 

tersebut dapat berada dalam kondisi tidak sadar. Namun 

sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, telah 

terbukti bahwa hipnotis terjadi terhadap seseorang dalam kondisi 

sadar. Orang awam juga cenderung menyamaratakan seluruh 

kegiatan yang dapat mempengaruhi pikiran adalah bagian dari 

hipnotis, padahal kenyataannya hipnotis hanyalah salah satu cara 

saja. Agar terdapat pemahaman yang sama dalam masyarakat 

mengenai hipnotis sebagai bagian yang berhubungan dengan suatu 

tindak pidana, terkhususnya dalam hal ini adalah penipuan, maka 

diperlukan adanya pendefinisian secara tepat tentang konsep 

hipnotis yang dipergunakan dalam suatu tindak pidana. Perumusan 

definisi terkait konsep hipnotis beserta unsur-unsurnya yang 

digunakan dalam kejahatan akan memudahkan juga perumusan atau 

perubahan pasal-pasal lain yang memiliki hubungan dengan 

hipnotis. 

2. Agar penggunaan hipnotis dalam penipuan dapat diakomodir 

dengan aturan hukum yang lebih tepat maka sebaiknya perlu ada 

pembaharuan substansi pasal yang mengatur tentang penipuan pada 

rancangan KUHP yang baru. Pembaharuan substansinya berupa 

penambahan jenis daya upaya yang baru, yakni penggunaan 
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hipnotis. Opsi lain yang dapat digunakan dalam rumusan 

penambahan jenis daya upaya pada pasal penipuan di rancangan 

KUHP yang baru adalah dengan mencantumkan sugesti sebagai 

salah satu daya upaya. Hal ini dikarenakan sugesti merupakan cara 

yang lebih spesifik digunakan sebagai sarana penipuan dalam kasus 

penipuan yang menggunakan hipnotis. Perumusan substansi pasal 

yang baru akan membuat penegakan hukum terkait penipuan dengan 

hipnotis menjadi lebih tepat sasaran dan keadilan dalam masyarakat 

dapat tercipta. 
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